ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perbuatan Kumpul Kebo Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Perspektif Magqgasid Syari‘ah” ditulis oleh Abil Yusuf
Mohamad Pembimbing Dr. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.

Kata Kunci: Kumpul Kebo, Magasid Syari’ah, Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP)

Penelitian skrispsi ini didasari atas ketidakpastian hukum terhadap perilaku
kumpul kebo di indonesia. Pengabaian terhadap ketidakpastian hukum ini
mengakibatkan berapa dampak buruk seperi penghakiman secara sepihak atau
penghukman secara semena-mena oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting
untuk memiliki regulasi hukum yang mengatur perbuatan kumpul kebo di Indonesia
dalam undang-undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Hukum Kumpul Kebo
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana? (2) Bagaimana Hukum Kumpul Kebo Dalam Perspektif
Magasid Syari‘ah (3) Bagaimana Regulasi Hukum Pemidanaan kumpul kebo
menurut perspetif Magasid Syari ‘ah?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan
filosofis (Philosophical Approach). yang mencoba menggali fenomena Kumpul
Kebo menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif Magasid
Syari‘ah.

Dari data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kumpul
kebo adalah perilaku hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan
pernikahan. Perbuatan kumpul kebo dapat dikenakan pemidanaan sesuai dengan
pasal 412 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana yang mana bagi Pelaku kumpul kebo dapat diancam dengan hukuman
penjara hingga maksimal 6 bulan atau denda paling banyak kategori golongan II.
Kemudian dalam perspektif hukum syariat islam perbuatan kumpul kebo dilarang
karena di dalamnya mengandung tindakan-tindakan yang diharamkan seperti
berkhalwat, ikhtilat, dan perzinaan.

Dalam perpektif Magasid Syari ‘ah kumpul kebo merupakan perbuatan yang
dapat membawa kerugian pada lima unsur utama Magasid, antara lain: agama (din),
jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Maka dari itu pemidanaan
kumpul kumpul kbo yang ditur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomo 1 Tahun
2023 tentan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat membawa kemaslahatan
terhadap penjagaan unsur-unsur Magasid Syari ‘ah.
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ABSTRACT
Thesis entitled ‘Juridical Analysis of Acts of Cohabitation According to
Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) from the
Perspective of Magasid Sharia’ written by Abil Yusuf Mohamad Supervisor Dr.
Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.

Keywords: Cohabitation, Magasid Shari'ah, Criminal Code (KUHP)

This thesis research is based on legal uncertainty towards cohabitation
behaviour in Indonesia. Ignoring this legal uncertainty has resulted in a number of
adverse impacts such as unilateral judgement or arbitrary punishment by the
community. Therefore, it is very important to have legal regulations governing the
act of cohabitation in Indonesia in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal
Code.

The questions of this research are: (1) How is the Law of Cohabitation in
the Perspective of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code? (2) How
is the Law of Cohabitation in the Perspective of Magasid Shariah (3) How is the
Legal Regulation of the Punishment of cohabitation according to Magasid sharia
perspective?

This research is a normative legal research that uses a statutory approach
(Statute Approach) and a philosophical approach (Philosophical Approach). which
tries to explore the phenomenon of cohabitation according to Law Number 1 of
2023 in the perspective of Magqasid shari'ah hifz an-nasl.

From the data collected in this research, it is found that cohabitation is the
behaviour of living together between men and women without marriage bonds. The
act of cohabitation can be subject to punishment in accordance with article 412 of
Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which for the perpetrator of
cohabitation can be punished with imprisonment for up to a maximum of 6 months
or a maximum fine of category Il. Then in the perspective of Islamic Sharia law,
the act of cohabitation is prohibited because it contains prohibited actions such as
berkhalwat, ikhtilat, and adultery.

In the perspective of Magqasid sharia, cohabitation is an act that can bring
harm to the five main elements of Magasid, including: religion (din), soul (nafs),
reason (aql), offspring (nasl), and property (mal). Therefore, the punishment of
cohabitation stipulated in Article 412 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code
can bring benefits to the preservation of the elements of Magasid sharia.
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